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ABSTRAK

Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan.
Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang
saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini,
manusia bersikap dan<berbuat. Berbagai kepentingan. bersifat kemasyarakatan
tersebut antara lain- 1alah’ ketentraman, _ketenangan dan ketertiban dalam
kehidupan masyarakat.Saat seorang narapidana menjalani vonis-yang dijatuhkan
oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Menurut
Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada
pasal 14 ayat (1),Terkait dengan pemahaman. bahwa remisi adalah hak yang
melekat pada diri pribadi:terhukum, kita bisa ‘menyimak Keppres Nomor 174
Tahun 1999 tentang Remisi yang meletakkan landasannya pada pertimbangannya
bahwa remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan
tujuan sistem pemasyarakatan.

Masalah™ pokok dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pelaksanaan
pemberian Remisi di Lapas Kelas Il B Bangkinang ? Faktor-faktor Hambatan
dalam pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas Il B bangkinang ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah
penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu berupa paparan dan bertujuan untuk
memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan-hukum.

Dari hasil penelitian ini bahwa Dari apa yang dipaparkan diatas penulis
dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas Il B
Bangkinang pemberian remisi umum dari tahun 2017-2048 ada peningkatan
jumlah  penerima remisi ‘““umump, |yang:“terima narapidana, sehingga
mengindikasikan - narapidana telah banyak yang berkelakuan baik selama
menjalani masa pidana,pemberian remisi umum ini didasarkan pada kepribadian
dan tingkah laku yang baik narapidana selama menjalani masa pidana sampai di
keluarkannya remisi ini. Tangkasnya, dan menjalani.masa pidana kurang lebih
selama 6 bulan maka narapidana berhak mendapatkan remisi, karena remisi itu
merupakan hak dari narapidana sehingga pihak-Lapas harus memberikan hak
tersebut dengan memperhatikan. peraturan..yang berlaku, Adapun jenis Remisi
Umum tersebut adalah sebagai berikut, Remisi Umum Sebagian (RU I),Remisi
Umum Seluruhnya (RU Il),Pemberian Remisi Khusus. Hambatan dalam
pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas Il B bangkinang, Faktor
Yuridis,Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia,Faktor Sarana dan
Prasarana, Faktor dari Nara Pidana, Faktor budaya/kultura. Faktor kendala
tersebut dikaitkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:Faktor hukum itu sendiri,Faktor
penegak hukumnya, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, Faktor
kebudayaan.



ABSTRACT

Humans live fulfilled by various interests and needs. Between one need
and another not only different, but sometimes conflicting. In order to meet these
needs and interests, humans behave and act. Various social interests include
peace, tranquility«and orderin.the life of.the community. When a prisoner
undergo a sentence handed down by the court, then his rights as.citizens will be
limited, According to the Republic of Indonesia Law Number 12 of 1995
concerning correctional provisions, in article 14 paragraph (1), Regarding the
understanding that remission. is @nfinherent right of a convicted person, we can
listen to Presidential Decree ‘Number 174 of 1999 /concerning Remission which
lays its foundation on its consideration that remission is one of the important tools
in order to realize the goals of the penal system.

The main problems in this study are; How is the implementation of the
remission in Bangkinang Class Il Lapas? Obstacles to the implementation of
remissions in Class Il Lapas B bangkinang?

This type of research used in this study Is normative research. The method
used in the preparation of this research is descriptive research, which is in the
form of exposure and aims to obtain a complete picture of the legal situation.

From the results of this study that From what was presented above the
authors can conelude that the implementation of.remissions in Class Il B prison in
Bangkinang giving general remissions from 2017-2018 there is an increase in the
number of recipients of public remissions received inmates, thus indicating that
many inmates have behaved well during the course of undergoing a criminal
period, the granting of this general remission,is‘based on the.personality and good
behavior of the prisoners during their criminal period until the remission is issued.
Tangkasnya, and serving a criminal period of approximately 6 months, the
prisoner is entitled to a remission, because the remission is the right of the
prisoner so that the prison must give that right by taking into account applicable
regulations, the types of General Remission are.as follows, Partial General
Remission ( RU I), Overall Remission (RU Il), Special Remission. Obstacles in
the implementation of remission.in Class |l Lapas Bangkinang, Juridical Factors,
Institutional Factors and Human Resources, Facilities and Infrastructure Factors,
Factors of Criminal Prisoners, Cultural / Cultural Factors. These constraint factors
are related to Soerjono Soekanto's theories about factors that influence law
enforcement, among others: Legal factors themselves, law enforcement factors,
facility or facility factors, community factors, cultural factors.
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A. Latar Belakang
Setiap Kehidupan manusia di penuhi oleh berbagai kepentingan dan

kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi

B L ELTY

publik tujuan

pokok diadaka ngan-kepentingan

ﬁ tindakan vyang
Pard

g dari perseorangan

LUt

manusia

kehidupan manusia.’

suatu sanksi pidana tidak akan berjalan maksimal bila seseorang yang
melakukan suatu pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana
merupakan salah satu cara untuk mengatasi tindak pidana. Yang mana tujuan
dari pempidanaan tersebut adalah memberikan efek jerah terhadap pelaku
tindak pidana itu sendiri,agar tidak terulang kembali dan salah satu cara untuk

mengatasi perbuatan pidana yang ada,dan memberikan

1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana | (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15.
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2 M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana (Yogyakarta : Fakultas Hukum Ul, 2002),
h. 15.

gambaran terhadap masyarakat dari akibat tindak pidana yang di lakukan akan di

pidana sesuai dengan

pengadilan,
Undang-Unc

pasal 14 ay

‘ Q w ““ﬂ}w an makanan yang layak;

e. Menyampaikan ke

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang
tertentu; lainnya;

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. Mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti

mengunjungi keluarga;

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
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I. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak-hak

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.?

3 Marlina, Hukum penitensie Bandung:Refika Aditama, 2011, hal. 27.

4 Dwida Priyato, Si anan Pidana Penjara Di ja. Bandung:Refika Aditama,

2006, hal. 16

Narapidana yang atak JF enut yang di atur dalam

undang-un

penahanan. remisi adalah sebaga asan hukuman untuk seluruhnya atau

sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan

setiap 17 Agustus.6

Hak asasi manusia (HAM) brdasar terhadap hak di muka hukum,

sebagaimana Deklarasi Universal (HAM).
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Remisi bukan semata-mata berbicara soal berat ringan sebuah perkara

melainkan juga menyangkut hak yang melekat pada tiap terhukum.

Bahkan hak tersebu erupakan realisasi dan konsekuensi dari konsep yang

tetapi

® Ibid., hal. 2

5 Marlina, H

merupakan salah satu sarana penting dalam rangka terhujudnya tujuan sistem
manusia. Pasal 1 regulasi itu menyebutkan tiap narapidana dan anak pidana yang
menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi jika
berkelakuan baik selama menjalani hukuman. jika yang harus menjadi bahan

pertimbangan yang matang adalah perlunya standar yang jelas, tegas dan sangat

diperlukan pengetatan dalam penerapannya. Klausul berkelakuan baik selama
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menjalani pidana harus dipertegas dan diperjelas, tidak sebatas pandangan
subyektif dari orang-orang tertentu saja, bahkan jika diperlukan harus dibuat tim

khusus yang menilai sifatnya.

hanya Undang-undang dan peraturan tentang lembaga pemasyarakatan. Terkait

dengan pemahaman bahwa remisi adalah hak yang melekat pada diri pribadi
terhukum, kita bisa menyimak Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
yang meletakkan landasannya pada pertimbangannya bahwa remisi merupakan
salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem

pemasyarakatan. Pasal 1 regulasi itu menyebutkan tiap narapidana dan anak


http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/20804/remisi-dan-hak%20terhukum
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pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan
mendapat remisi bila berkelakuan baik selama menjalani pidana. Namun yang

harus menjadi bahan pertimbangan yang matang adalah perlunya standar yang

jelas, tegas dan’sangz : 1 dalan erapannya. Klausul
berkela
?\%E‘;P‘%r!ﬁ aja, bahkan jika

sebatas

\t\‘;’

diperluka

Ber dengan judul

penelitian: Narapidana di

Lembaga Pe

‘\\\\;\E A\ )

P

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan

masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas Il B

Bangkinang ?
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2. Apa Hambatan dalam pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas Il
B bangkinang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

ilmu

2) Untuk menambah ba eferensi dan bahan masukan untuk

penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis
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1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah,
khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi;

2) Sebagai bahan masukan pemberian remisi di Lembaga

D. ‘

‘. Pembinaan,

&
Kedua te o A 2[SE ’ ra singkat di
uraikan se
Istilah nega , jemah staat” .8

adalah the rule

of law, yang . Notohamidojo
menggunakan ra hukum atau
rechtsstaat.”®

sesungguhnya istilah ini adalah sala pab kalau kita hilangkan democratische

rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat.”1°
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8 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya,
Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan
Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina llmu, 1987, him.30.

® 0. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, him.27.

10 padmo Wahyono, G gndita, Jakarta: Badan Pen akultas Ekonomi Universitas

istilah the rule of law. Nam rule of law yang paling banyak

digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,*? kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the
rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.
Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme,

yang sifatnhya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner,
yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian perbedaan

keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran

11 4 D ’ eia, Ji ﬂ shalia Indonesia,
1982, hl

2 Pphilipus

Mes
atau etat d

kehadiran i

\\‘\ﬁ\'@l\\

o
Q
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Q
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Q
2
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o
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)
>

disebut denga

Paham negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law), yang
mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas
kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk
mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-

wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.
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Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental
dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte,

dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat". Sedangkan

kepelop A ent ulius Stahl,

konsep

3. Due Process of Law.

Keempat prinsip ,rechtsstaat" yang dikembangkan oleh Julius Stahl
tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip , Rule
of Law" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara
Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission
of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip

peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary)
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yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara
demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut

“The International Commission of Jurists” itu adalah:

Society" membedakan antara ,,r dalam arti formil yaitu dalam arti
»organized public power", dan ,rule of law" dalam arti materiel yaitu , the rule of

just law".

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi
negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif,

terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat
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dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi
oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit

dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara

pengertian ke 2 c S . ar. memfungsikan
peraturan istilah yang
digunakan as itulah yang

diharapkan - c st the : g digunakan untuk

(The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:*

Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya pengakuan normatif dan
empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan

dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.



Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); Adanya
persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan,

yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

seperti bank sen
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kejaksaan.

14 Jimly Asshiddigie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam
Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam
Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi

Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi
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Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-
organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam
kekuasaan

eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi

an yang bebas

iary). Peradilan

y
o
</
<z

epentingan jabatan

juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi
penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum
tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus
terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat

keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat
administrasi negara.

Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di samping adanya

konstitusional
bagi tuntutan
terhadap hak

s dalam rangka

10. Dianut dan
menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan

keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
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11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare
Rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang

diidealkan bersama.

0

G atan dan

bat dilengkapi

hig) ©

2cara langsung

keadilan dan

AR

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum,
fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama
fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau
pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan

hukum.?®
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Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari
lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah

sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang

dan freies

2. Teori Pembinaan

Bertolak dari Pandangan Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman,
hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara
pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan
tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para

Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa
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pelaksanaan pidana penjara dilndonesia dilakukan dengan sistem

pemasyarakatan.'®

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam

inaan terhadap
pemasyarakatan,

ir dari sistem

6 Dwidja Priya / elakse dana Pe efika Aditama,
Bandung, him.

7" Ibid .hal 31

Sedangkan yang dima an sistem pemasyarakatan adalah

Sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah.

“Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan”, adapun nilai-nilai yang terdapat pada prinsip-

prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan yaitu*® :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan

peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
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2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang
pembalasan.

Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak

2ka bertobat.
a-norma hidup

n rasa hidup

sebagainya.

18 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

(Jakarta, 1990) him 14
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5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para
narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari

masyarakatnya. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma

an/ Cabrutan oleh

.‘I% ““‘\‘ﬁ ..‘.J ang lebih
Y

9

.itlg

NN

enuhi keperluan

tertentu saja.

2.8 18
=;
)
3
g
c
2.
Q
@

ping meningkatkan pemberian
pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk
menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama vyang

dianutnya.

7. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar

mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya
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adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian

dibina/ dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus

diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri

2. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah

pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan
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anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan

21

perundang-undangan.

9 Ppasal 1 Ayat 6 pera

3y,
%%
)

=

itu Keputusan
Presiden memberikan

pengertian

RN

“setiz pidana penjara

sementara - apabila yang

pemberian remisi.?

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang
menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah

pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana.??
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Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi
mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak

berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak

berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka pidana

berhak mendapat remisi.

bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada
narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai

hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana
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b.Bentuk-Bentuk Remisi

1. Pengertian Bentuk-Bentuk Remisi

Berdasarkan keten dan 3 Keputusan RI No. 174 Tahun 1999

25

asimilasi, (Jakarta), h. 7.

%6 Ibid., h. 8.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundang-
undangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang
pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2)

dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

C.

1) Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang
beragama Islam;

2) Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama

dana yang

dana yang

arapidana atau

a) membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan
musuh;

b) membela negara secara moral, material dan fisik terhadap
pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan

diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;
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Pasal 2 ayat (2)Pengakuan berbuat jasa kepada negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan

Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah.

sekitarnya; dan

d) Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain
berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah di
keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit.

3) Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan Yang di maksud melakukan perbuatan
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yang membantu kegiatanpembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang

alam beberapa
dangan Nomor
M.09.HN.02. h f 32 Tahun 1999,

.01 Tahun 2000

adap negara, maupun melakukan
perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya
perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara

tumpang tindih dan tidak ada keselarasan.

Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara

maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
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di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan

dan tidak ditentukan definisi yang tegas.

Kondisi yang demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran

implementas : : ; 3 s 3 ac ah bagi petugas

d.
anak pidana

yang perk engadilan dan
sudah menj ih tetapi belum
menerima p

é’ iman dan HAM
Nomor M.Ol. khusus tertunda
dan remisi khus t di atas, dikenal
pula adanya:

a. Remisi Khusus Tertunda
adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak
pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang

bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.

b. Remisi Khusus Bersyarat
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adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada
narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang

bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam)

Tahun 1999

1 (satu) bu menjalani pidana

selama 6 (e bulan bagi

narapidana selama 12 (dua

Pasal 4 ayat 2

\\‘-‘

0..‘

Pemberian remisi umum dila

1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat
(1);
2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;

3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
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4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5
(lima) bulan; dan

5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing

usan Presiden

Nomor 17 : sali5 ‘ diseb hwa: Pasal 5 ayat

ana yang telah
menjalani pidz ) % ampai 12 (dua k ; dan 1 (satu)

bulan bagi ana aNga pidana selama 12

perbuatan yang bermanfaat bag a dan kemanusiaan, atau melakukan

perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.27

a. % (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang
bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada
negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau

kemanusiaan; dan
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b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang
bersangkutan bagi narapidana dana anak pidana yang telah melakukan

perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga

Dalam pasal 4:

a. Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6
(enam) bulan.
Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ
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tubuhnya. Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik

indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi:

E. Konse

Kons

terdapat da

Pemberian R ; gj ap i , - akatan Kelas Il B

1. Tinjauan adala ' - : memeriksa  (untuk

dan sebagainya).
2. VYuridis adalah yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut
hukum atau dari segi hukum.
3. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk

memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
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4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

5. Pelaksanaan remisi adalah tindak lanjut pelaksanaan pemberian remisi
6 di berikan
7 erdekaan di
8 terhadap
9 knis (UPT) dari

akan  Pemasyarakatan

10. Bangkinang adalah suatu wilayah atau daerah yang terdiri dari berbagai
suku bangsa,yang mayoritas penduduk melayu(ocu).

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut :


https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_didik_pemasyarakatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah Observational Research dengan cara survey,

RESPONDEN
Ashari Lembaga
Pemasyarakatan Klas Il B | 1Orang
Bangkinang
Hadi Ismanto Staf Registrasi Lembaga
Pemasyarakatan Klas 11 B 1 Orang
Bangkinang
Hermanto Staf Registrasi Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1l B 10Orang
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Bangkinang

4 | Yasir Arafat

<

\ A ML\E
‘\“
V7 a5

Kepala Seksi Registrasi Lembaga
Pemasyarakatan Klas Il B

Bangkinang

data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

2% Msri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2008,

Him 181
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a. Data Primer

dan Hak As 3 ‘ ng meletakkan
landasan
merupakan

sistem pema

masalah remisi Dan narapidana yang telah memperoleh remisi.

6. Analisis Data
Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan
pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta

dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.
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7. Penarikan Kesimpulan
Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan

metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A.

hadap terhukum
(narapidana), d sisten : . ari-pidana penjara.
Bagi mereka ya . i melakukan t emudian oleh
Pengadilan dija an | i lan aka ._ g yang dijatuhi
hukuman t - “ - melaksanakan dan
menjalani h fn‘ 3t ini orang yang
bersalah tadi 2rgunakan sistem
perlakuan terte an badan lainnya)
dengan harapan a obat dan jera sehingga
kemudian tidak akan me buatan yang menyebabkan ia

masuk penjara.3°

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan
politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena
itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terhukum (narapidana) dan
terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak

mengenal perikemanusiaan,



NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
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30 A.Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, him. 41.

)

-i\‘\!‘\\ A= \

“‘

>
=

dijatuhkan
dendam d

masalah ha

ungkan dengan
situasi dan Kk sudah merdeka

dari penjaja

dengan sistem

Pada tangg
Dinas Direktorat Pemasyz
mengeluarkan hasil berupa suatu

em perlakuan terhadap narapidana di

Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses Therapoutie yang
dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut

Wuri Handayani.?3
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Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem

kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

masyarakat

Tujua

narapidana

berguna.3

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal
klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan
pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan

itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu :
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9.

8.

Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya
sebagai warga masyarakat yang baik;

Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;

raknya para

asyarakat;

Narapidana dan ana gaikan orang sakit, perlu diobati agar
mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan
adalah merusak dirinya, keluarganya,

dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;

Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi

kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
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10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka
disediakan sara yang diperlukan.3®

Bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem

pelanggaran

sedikit banyak

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan
dari pidana penjara, melainkan merupakan suatau sistem pembinaan,
methodologi dalam bidang “treatment of offenders” yang multilateral oriented

dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada
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pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat

sebagai suatu keseluruhan (community base treatment).

adalah tuj erl S nen eterence atau

afschrikkin

1995 tentang

dari sistem

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam
membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggungjawab.”

37 A. Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, op.cit., him. 83.
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Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara.sehat dengan masyarakat

dilaksanakz ia sekar a adanya tuntutan
agar pelaksanaa an 3 dan menghormati
hak-hak seoran : aan pemasyaraka nanusia notaben

makhluk Tu

harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat
menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan
pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau
kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan

atau membunuh suburnya kejahatan.3?
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38 Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3% Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Ctk.

dapat dila an aga eng 'ﬁf 2bagian besar
dipidanakan s tas i dan bertahap
secara prog ada 0" Na ya ari saat masuk
sebagai na umum tahap-
tahap pela menerima
narapidana

dengan obse

suatu dewan

keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan harus diperlukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan
sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti

layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka
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dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan

pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

terpidana yang
bagai makhluk
Tuhan, individu.da - aligt 1 mbina terpidana

dikembangkan g r nya pribadi serta

Wujud serta cara pembinaa dana dalam semua segi kehidupannya
dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di
luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama
pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada

waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali

dengan baik.
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Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-
perlengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan

tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga

di sebuah

N

Jenderal

ARy

, op.cit., him.

asyarakat seolah-

‘; ya dinamakan “

diperhatikan yaitu :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan
Warga Binaan Pemasyrakatan berdasarkan sistem, kelembagaan.

2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik

Pemasyrakatan.
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3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah
pranata untuk melaksankan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik

ml%
%
£

il

41 Hamzah dn

a0
'tl"
N

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS
anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
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Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang

yang berada dalam bimbingan BAPAS.

rangka

‘g\a\“\g\%\““

N\
“‘

baik dan b
“agar menjz
dan Anak

dengan Tuh:

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 12/1995). Yang dimaksud dengan
“berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan

Peemasyarakatan dengan masyarakat.*?

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan

pendekatan yang bersendikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada ditengah-
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tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani
pembinaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatannya sebagai unsur

pembinaannya sendiri, karena apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem

an kita tidak sur-unsu ng terpenting yang
s ety

masyarak

yang tidak

A

‘.;1\\“; U § 3

pembinaan 3 . ran | anggal 8 Februari

1965, tenta

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyrakatan
dalam rangka melingdungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya

tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan
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bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi

warga yang berguna di masyarakat.

dan bimbingan
nanaman jiwa

dan kesempatan

e. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah
warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga
Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai
kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga

Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain
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seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap
dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan,

minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

tertentu ada a warge ] 3 : di Lembaga

Pemasyaral ATUS : da masyarakat
dan tidak sing : bungan dengan
masyarakat da U ju n, hibur: ke Pemasyarakatn
dari anggot. asyaraka cbas, dalam kesemp: # mpul bersama

sahabat dan

Tahap Pertama:

Terhadap setiap masuk di Lembaga
Pemasyarakatan terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk mengetahui hal
ikhwal tentang dirinya termasuk sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan,

juga sikap dan keadaan dari unsur-unsur dalam masyarakat yang tersangkut

dengan narapidana antara lain dari pihak keluarga, bekas majikanya, teman
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kerjanya, si korban dari perbuatannya serta dari petuga instansi yang telah

menangani perkaranya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pamongpraja.

berlangsun

menurut

Tahap ketiga :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/3 dari masa
pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Masyarakat
telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan

juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan



diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut
beribadah bersama dengan masyarakat luar, berolah raga, mengikuti pendidikan

di sekolah — sekolah umum, bekerja pada instansi swasta atau isntansi lain,

iy disay yejepe il udwnyo(]
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3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.
Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan
dibutuhkan sarana dan prasarana pedukung guna mencapai keberhasilan yang

ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :
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a. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni

an teralis besi

sehingga

tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai
dengan barang-barang yang diproduksikan di luar (hasil produksi

perusahan).

c. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
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Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat

menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat

ari lembaga
pemasyara kemasyarakat

sangatlah seluarkan  dan

2VALENRE
: |

55

mengembal 3 baik dan taat

WH\:

ﬁ g diserahi tugas

D
i,
T
LT
)
S
35
<
Q
S
da
o
)
2
o
Q
>

1. Berpikir realitas
2. Mempunyai kesadaran diri

3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas

5. Mampu mengendalikan emosi
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Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang
mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus

meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-

dengan tujuan
pada awalnya
ai lagi dengan

masyarakat.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak
tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konfrensi kepenjaraan di
Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang

jadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian
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dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat

dibagi dalam tiga hal, yaitu :

1. Setelah ke dari Lembaga Pemasya an tidak lagi melakukan

yang perta

lebih lanjut t

.“\ﬁl\‘ﬁ‘

2
-

keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan
kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara
yang baik, tidak melanggar hukum agi dan berguna dalam

pembangunan negara.

b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas denam dari negara. Terhadap

narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan,
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cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya

dihilangkannya kemerdekaan.
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B. Tinjauan Umum Tentang Remisi

1.Pengertian Remisi

nission yang

berarti p . nbaha sia kata remisi di

artikan sebaga rikan kepada

orang yang

2.Menurut

Berdasarka : 0 ‘ or 32 Tahun

1999 Tenta 3 ata 2 Pe ak  Warga Binaan

Pemasyarakata isebutka pahwa remisi adalah

perundang-undangan.

Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan

pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan dalam pasal 1 “



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

setiap Narap idana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara
dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan

berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

yang menaati
peraturan ya g dicatat dalam

buku registe

pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana.®®
Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi
mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak
berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak
dapat diberikan remisi. Dari beberapa pengertian diatas Penulis menyimpulkan

bahwa remisi merupakan hak narapidana untuk di berikan pemotongon atau
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pengurangan hukuman dengan syarat berkelakuan baik dan menaati peraturan

yang di tentukan oleh Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman.*?

berikan ' lam  sistem

pemasyarakata

dan menaati peraturan se alani_masa pidana maka pidana berhak

mendapat remisi.

3.Bentuk-Bentuk Remisi

1. Pengertian Bentuk-Bentuk Remisi

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Rl No. 174 Tahun 1999

tentang Remisi, dikenal jenis/bentukbentuk remisi yaitu:
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a. Remisi Umum
Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan

proklamasi kemerdekaan Rl tanggal 17 Agustus Y

keagamaan
utan dengan

u hari besar

.\\‘s‘é‘\ 5 ‘f

:‘g\‘ii\\\\

ri besar yang

undangan

pelaksanaan

€
e}
)
[%]
=
w
)
<
IS
~t
S

dinyatakan bah

>0 Departemen Hukum dan H e adanD orat Jenderal Pemasyarakatan,

Kumpulan peraturan perundang-unda g remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat,

cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga (Jakarta), h. 7.

> Ibid., h. 8.

1) Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang

beragama Islam;
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2) Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama

Kristen;

Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang

c¢) membela negara secara moral, material dan fisik terhadap
pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan
diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;
Pasal 2 ayat (2)Pengakuan berbuat jasa kepada negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan

Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah.
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2) Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau
Kemanusiaan Yang di maksud melakukan perbuatan yang bermanfaat

bagi negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri

n bencana alam

atau wilayah di

tbuh bagi orang lain

keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit.

3) Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan Yang di maksud melakukan perbuatan
yang membantu kegiatanpembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang
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Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah
Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menjadi pemuka kerja.

a ditetapkan oleh

peraturan, Jangan Nomor

M.09.HN.0?2 Tahun 1999,
Keputusan 2.01 Tahun 2000

tentang Re

Dari ketig S | 3 iha d erbedaan dalam

aupun melakukan

perbuatan yang : : - Terjadinya

Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara
maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan

dan tidak ditentukan definisi yang tegas.
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Kondisi yang demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran
implementasi peraturan yang pada akhirya dapat menjadi celah bagi petugas

terkait untuk menyalahgunakan keweningan yang dimilikinya.

yang per}

sudah me

menerima

S e ENE

Disa an dan HAM

Nomor M.O husus tertunda

dan remisi kkt

pula adanya

<02t h

n ‘
O

bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.

b) Remisi Khusus Bersyarat
adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada

narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang
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bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam)

bull.Ketentuan besarnya pemberian remisi.

a.
Tahun 1999
dalam pasa
Pasa
1 (satu) bu enjalani pidana
selama 6 (e bulan bagi
narapidana selama 12 (dua

1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);

2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;

3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;

4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima)

bulan; dan
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5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6

(enam) bulan setiap tahun.

b. Remisi Khusus

15 (lima b i bag ar - g a lah menjalani
pidana sela
narapidana

bulan atau |

a. % (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang
bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa
kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi
negara atau kemanusiaan; dan

b.1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun

yang bersangkutan bagi narapidana dana anak pidana yang telah



melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di

lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.54

Remisi tambahan.bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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darahnya kepada

Dalam pasal 4:

a. Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6
(enam) bulan.
Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ
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tubuhnya. Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik

indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi:

(1) Dalamhal narapidana dan anak pic

Dalam pas

1) Sebesar 1 (satu) bt

a) 5kali
b) 10 kali
c) 15kali

2) Sebesar 2 (dua) bulan, apabila
menyumbangkan darahnya:

a) 20kali

3 pada suatu tahun tidak

apabila yang

2ruS menerus.

vila telah menyumbangkan darahnya:

narapidana telah
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b) 25 kali
c) 30 kali

3) Sebesar 3 (tiga) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya :

umbangkan

angkan darahnya:

terpidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan serta apakah
pidana denda dapat diperhitungkan sebagai suatu penggabungan putusan
pidana. Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik indonesia

nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi:
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(1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak
memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya

didasarkan pada remisi terakhir diperoleh.

hukum dalam siste : ai anugerah yang di
berikan oleh tetapi dalam sistem
Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan
menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana

mendapatkan haknya untuk di berikan remisi.
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Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para
narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang

hendak di capai, antara lain:

A
o
s
.

o

.
¢

satu tahun). Disini

pengkondisian perilaku positip dilakukan secara
berkesinambungan.

3. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan
kepaa narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman
seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada

penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang
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disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi,
pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak

mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis

)5 tentang
baik tanpa
h sebab itu

inan  dari

dengan cara memberi potongan hukumannya.

5.Pengaturan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengayom serta pelaksana dalam
membina warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat




nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berguna di dalam

masyarkata merupakan tugas yang harus di embannya.

5 Dwidja Priyatno, Sistem-Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, op. cit., h.131.

maka di

tugasnya : inya an g ' . dan berintegrasi.

sistem
Pemasyarakata : ana uk endidik warga
bianaan agar. berkelakua ik s a € nje pidananya sehingga
setelah beb: e nasyarakat dengan baik.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
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4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999
tentang Remisi.

5. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik

Hak tersebut
diatur dala ang huruf i yang
menyebutk Untuk
memenuhi a (remisi) maka

lah remisi yaitu

melaksanakan

Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan warga
binaan pemasyarakatan kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 untuk membedakan persyaratan yang
diterima narapidana pidana umum dengan pidana khusus dalam pemberian

remisi.
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Berdasarkan dasar hukum yang dipakai lembaga pemasyarakatan Klas Il B
Bangkinang untuk memberikan remisi kepada narapidana maka penulis

menggambarkan aturan yang dipakai Lembaga Pemasyaraktan sesuai dengan

tidak sulit sehingga dapat dianggap bagi narapidana. Dan menyebabkan
setiap narapidana dengan mudah untuk dapat cepat keluar dari tahanan.
Kembali pada makna Remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan
kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani

pidana, Yang menjadi permasalahan adalah tentang definisi atau makna
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berkelakuan baik, dalam Kepres No. 174 tahun 1999 tidak dijelaskan secara

detail tentang karakter atau kriteria berkelakuan baik.

Dikeluarkann eraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 atas

kejahatan i 0 S a, € alam Peraturan

Pemerintah N hun 2 3 34 3 sebutkan bahwa
syarat unt ana selama 1/3

dari jumlah

Menurut pe rints 2 elakukan suatu
perubahan mengganggu
kemaslahatan ang a 1 gikan negara dan
meresahkan war tidak menghilangkan

Seharusnya dalam pemberian Remisi ini diberikan syarat-syarat yang
lebih mendidik lagi, jadi bukan hanya berkelakuan baik dan lebih dari 6 bulan
saja, tapi harus mengedepankan pendidikan dan keterampilan untuk narapidana.

Agar pemberian remisi kepada narapidana tidak sia-sia.

Ada beberapa jenis remisi yang tertuang dalam Keputusan Presiden

Nomor 174 Tahun 1999 pasal 2, diantaranya remisi umum,remisi khusus, dan
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remisi tambahan. Remisi khusus dibagi menjadi dua yaitu remisi khusus tertunda

dan remisi khusus bersyarat.

Dalam aturan terdapat juga mengenai. macam-macam remisi,

dijalankan nara S€ 3 ‘ kuatan tetap
berkurang
masyarakat

pemberian
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pemberian remisi tersebut.

Oleh karena itu, peraturan tentang remisi menurut analisa penulis perlu
direvisi sehingga aturan-aturan yang tertuang di dalamnya lebih jelas.Maka dari
itu Prof Satjipto Raharjo dalam bukunya Hukum Progresif menyatakan bahwa

hukum adalah untuk manusia, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan
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hukum maka, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusi yang

dipaksakan masuk kedalam skema hukum.

Maka hukum_itu.akan terus berevolusi u enjadi yang lebih baik

untuk mas 3t dan at. Jika hukum
ngan yang

selanjutnya

epada seseorang
yang telah ikannya remisi
adalah buka bahwa dengan
penjahat untuk
sadar dan berus : alani membentuk diri

insani yang lebih b U han terbaik dalam

diri

%6 Satjipto raharjo, Hukum Progrsif Jakarta: Genta Publising, 2009), h. 32.

seorang narapidana sehingga dalam kehidupannya mendatang seorang
narapidana tersebut siap untuk kembali ke masyarakat dengan jiwa baru yang

baik serta menjadi diri yang berguna bagi masyarakat. Akan tetapi jika suatu
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pemberian remisi tidak dijatuhkan dengan tepat atau di salah gunakan maka

tujuan dari sebuah proses pemasyarakatan tidak akan dapat tercapai.

atau Kepala

ada Menteri

Pengamat F
bersangkutan, yang 7 orang yang be| nenilaiperilaku dan

perbuatan ana 2 ani pembinaan di bawah

pembinaan narapidana. Hasil sida ebut kemudian disampaikan kepada
Kepala LAPAS, atau, RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya disampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen diwilayah kerjanya, yang kemudian

dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan

persetujuannya.

57 Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

Op. cit., h. 13.
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Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas
nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang

pemberan remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7

Apabila meno setujuan i 2 a Kantor Wilayah
kemudian ; : _ smberian re . A d Surat Keputusan
atas nama : S jutnya dila r adz eri dengan melalui

Direktur Jen

1. Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian;

2. Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya;
3. Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian;
4. Formulir RK Il di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya;

5. Formulir RT | dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian;
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6. Formulir RT Il dipakai untuk pengusulan remisi tambahan

seIuruhnya.58

%8 \Wawancara dengan Petugas Lapas Kelas Il Bbangkinang tanggal 22 Maret 2019.

Wilayah Keme “Hak Asa ang Wewenangnya
ada Pemer
Pemerintah

tentang Oto
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kali di bangun pada tahaun erletaj di jalan Aultan yarif Qasim
Bngkinang ( Sekarang lokasi kantor Rumah Penyimpanana Benda Staan Negara

Bangkinanag )yang ketika itu masih bersama Rumah Tahanan Negara

Bangkinanag.

Dengan adanya perkembanagan Kota Bangkinanag dan Abrasi Sungai

Kampar keberadaan Lapas Kels Il B bangkinanag pada tahun 1999 di pindah ke



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

lokasi pinggiran Kota yanag sekarang terletak di jalan Lembaga Bukit Candika RT
06 / RW 12 Kelurahan Langgini Kec.Bangkinanag.Bangunana Lapas Klas Il B

Bangkinanag mulai aktif di oprasiakan pada tahun 2002 samapai dengan

sekarang.

yanag terd dapur,
poliklinik, - ar ia lapan) Blok hunian,
yaitu blok A L .dan memiliki 4

pos atas.

tentanag pemasyarakata ‘ 1 hubungan hidup,
kehidupan, dan penghidupan yanag baik dan harmonis dengan menjunjung tinggi

perinsip pengayoman individu dan masyarakat.

b. Misi
Mengidentifikasi  Pelaksanaan Dan Pembinaan bagi warga Bina-an

Pemasyarakatan pada tahap lanjutan dalam rangka asimilasi dan integeritas
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sosial, penegakan Hukum., pencegahan dan penangulangan kejahatan serta

perlindungan Hak Asasi Manusia.

binaan sehingga

5. Kualitas kemandiriaan/ Keterampilan.

6. Kualitas Hubungan Masyarakat.
7. Kualitas kesehatan Jasmani dan Rohani

3. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinanag
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Lapas Kelas Il B Bangkinang mempunyai hunian sebanyak 594 orang, namun
pada saat ini narapidana di Lapas Kelas Il B Bangkinanag berjumlah 1700 orang

yang telah melebihi kapasitas.>®

. tiban Lapas Kelas 11 B
Bangkin
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

pada peringatan
Proklamasi s. Pemberian
remisi um i masa pidana
selama 6 b i masa pidana
dan pembinaan di 1 3 P ara - d'berkelakuan baik
menurut pe naati peraturan
yang telah di nasa menjalani pidana
sebagai dasar itung sejak tanggal
penahanan sampai ,Q erdekaan Rl pada tanggal 17

\

Agustus. Untuk menghitung a 1 N i adalah 30 hari.

Dalam pemberian remisi umum ini merupakan wujud rasa syukur atas
kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia. Dalam rangka peringatan
proklamasi kemerdekaan tentunya masyarakat Indonesia yang di luar sana
merasakan kegembiraan, untuk itu pemberian remisi umum di dasarkan agar

narapidana merasakan juga kemerdekaan seperti yang dirasakan di luar sana. Di
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berikannya remisi ini narapidana diharapkan bisa hidup wajar sebagaimana

warga negara lain.

Lembaga

an Presiden
an Peraturan

a Pelaksanaan

d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5
(lima) bulan.

e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan
setiap tahun.

Pengusulan untuk mendapatkan remisi umum dilakukan oleh kepala

Lembaga Pemasyarakatan 2 bulan sebelum perayaan proklamasi kemerdekaan
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Republik Indonesia kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, atau

selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi

umum dilakukan dengan menggunakan formulir RU 1 untuk remisi umum
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Jumlah Remisi Remisi Remisi Tidak |UPT
Umum Umum Umum

Tahun |Narapidana

diusul [pindahan

ﬂb
[
g

A\
2
~ =

27

2017

))

2018

\\\\\\\\\\
NN
s

'V,
5 B
i

yang ada di lapas sebanyak 727, jumlah ini dihitung dari narapidana yang
mendapatkan remisi umum sebagian (RU 1) di tambah dengan remisi umum

seluruhnya (RU Il) dan di tambah remisi umum pidana khusus.

Untuk narapidana yang menerima remisi umum sebagian pada tahun

2017 (RU 1) sebanyak 560, sedangkan pada tahun 2018 narapidana yang
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mendapatkan remisi umum sebagian sebanyak 576. Remisi umum sebagian (RU
1) merupakan remisi umum yang diterima narapidana atau warga binaan tetapi

masih menjalani masa pidananya. Untuk jumlah narapidana yang mendapatkan

anyak 7 orang
dan pada remisi umum.
Pemberian

dan terorisme dia : 2 3 1 ahun 2006 tentang

perubahan sya ] sanaa aan pemasyarakatan

Pemasyarakatan pidana khusus menjalani masa pidana selama 1/3
dari jumlah masa pidana dan berkelakuan baik serta menaati peraturan selma

menjalani masa pidana.
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Jumlah narapidana yang tidak menerima remisi umum pada tahun 2017
sebanyak 83. Jumlah narapidana yang tidak menerima remisi umum pada tahun

2018 sebanyak 135 narapidana. Jumlah narapidana yang tidak mendapatkan

san presiden
12 disebutkan
bahwa pasa iap narapid ) : ana yang menjalani

pidana penjara s remisi apabila

yang bersang

menjalani cuti menjelang bebas da uhi pidana kurungan sebagai pengganti

pidana denda.

Dari apa yang dipaparkan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
pemberian remisi umum dari tahun 2017-2018 ada peningkatan jumlah
penerima remisi umum yang terima narapidana, sehingga mengindikasikan

narapidana telah banyak yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.
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Adanya peningkatan penerima remisi umum tidak lepas keberhasilan

emisi Bapak
Budi Ira r g isi . i semangat
narapidan dana selesai
menjalani bisa diterima
kembali se dalam menjalani

kehidupan s

bahwa peni

22t

karenakan na

5
-
z
>
o
Q
g
3
s
Q
>

narapidana me

LIPS

-

Dari pantauan

'm ‘ an penelitian dan hasil wawancara
R “\7

dengan seksi registrasi Lapas k anag tidak di temukannya kesulitan

maupun hambatan dalm pemberian remisi umum ini.

Menurutnya pemberian remisi umum ini didasarkan pada kepribadian
dan tingkah laku yang baik narapidana selama menjalani masa pidana sampai di
keluarkannya remisi ini. Tangkasnya, dan menjalani masa pidana kurang lebih

selama 6 bulan maka narapidana berhak mendapatkan remisi, karena remisi itu
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merupakan hak dari narapidana sehingga pihak Lapas harus memberikan hak

tersebut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

80 Budi Irawan, Narapidz embaga Pemasyarakatan Klas_II'B. Bangkinang, wawancara oleh

an Klas 11B Bangki

Besarnya R asyarakatan

Klas Il B Ba

Besarnya
Remisi
Tahun
Umum
2018
Sebagian

(RU 1)

1 bulan 134 orang
50 orang

1 bulan 5 orang {4 orang
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2 bulan

4 bulan

68 orang

110 orang

2 orang
5 bulan
orang [2 orang
6 bulan 10 orang [B5 orang
6 bulan 2 orang Porang
Jumlah 560 orang [536 orang
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umlah 19 orang |18 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1l B Bangkinang

2.

berikan pada
saat :
perayaan aﬁ nesia kepada

narapidana

Q C dl d ) ‘

- o

menjalani sisa nr ) ‘
g

enjalani masih

sebanyak 536 ora

penerima remisi umum sebagian (RU 1) sebesar 2 bulan pada tahun 2017

sebanyak 68 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 120 orang.

Untuk penerima remisi umum sebagian (RU 1) sebesar 3 bulan untuk

tahun 2011 sebanyak 119 orang, sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 120



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

orang. Jumlah penerima remisi umum sebagian (RU |) sebesar 4 bulan pada

tahun 2017 sebanyak 103 orang, untuk tahun 2018 sebanyak 75 orang.

Jumlah penerir emisi umum sebagian sebesar 5 bulan pada

mpulkan bahwa
narapidana yang menda M ur a di atas rata-

rata narapi arapidana yang

menjalani ebih banyak di
bandingkan ) tahun.
3. Remisi RU 1]
Remisi u ' .\&l:. isi yang di berikan
narapidana dan anak QG ayaan proklamasi kemerdekaan
U

Indonesia yang dimana banya ang diterima narapidana dan anak
pidana menyelesaikan masa pidananya sehingga ia langsung bebas. Jumlah
penerima remisi umum seluruhnya pada tahun 2017 sebanyak 19 orang dan
pada tahun 2018 berjumlah 18 orang. Jumlah penerima remisi umum seluruhnya
(RU II) sebanyak 1 bulan sebanyak 5 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 4

orang. Jumlah penerima remisi umum seluruhnya sebesar 2 bulan pada tahun

2017 sebanyak 7 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 7 orang.
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Remisi umum seluruhnya (RU 1l) sebesar 3 bulan pada tahun 2017
berjumlah sebanyak 3 orang dan tahun 2018 tidak ada. Jumlah penerima remisi

umum seluruhnya (RU Il) sebesar 4 bulan pada tahun 2017 sebanyak 1 orang dan

Selain itu penghuni Lapas Klas || B'B ang dari jumlah 696 pada tahun 2017
dan 727 pada tahun 2018 lebih didominasi oleh tahanan yang masih dalam

proses persidangan maupun tahanan titipan dari daerah, kejaksaan maupun

kepolisian Polres Bangkinang.
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Oleh sebabnya, tidak bisa diusulkan remisi oleh Lembaga Pemasyarakatan
Klas 1l B Bangkinang dikarenakan semuanya bukan termasuk syarat untuk di

ajukan untuk medapatkan remisi.

penulis

Klas I

emasyarakatan
Klas Il B Ba g asark 2Nga an 4 si selama penelitian
menurut pe an a : dan sesuai dengan

>nentukan besar

c. Pemberian Remisi Khusus
Remisi khusus merupakan remisi yang ddiberikan pada hari besar

keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan,

dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar

keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang di muliakan



oleh penganut agama yang bersangkutan. pemberian remisi khusus berupa

pengurangan masa pidana bagi setiap narapidana pada hari besar keagamaan

yang paling diagungkan dan juga sebagai wujud dari kepedulian Negara pada

DI disay yepepe fur udwnyo(

c. Pada tahun keempat dan'k diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

belas) hari.
d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan
setiap tahun.
Perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar

menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai
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dengan hari besar keagamaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 11 B

Bangkinang.

untuk remisi
khusus sebagia s seluruhnya.
Untuk pengaj remisi umum
yakni dilakuka em age /2 ada Kantor Wilayah
Kementrian Huk \ )engus di yulan sebelum hari

keagamaan dar am a s . misi diberikan.

Pengusulan remis meng mulir RK dengan

remisi diterima di kantor wilaya lan Hukum dan HAM lalu di ajukan

kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Setelah  mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal

Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian
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remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga

Pemasyarakatan.

Tabel 3

Jumlah ] di Lembaga

Tahun

2017

2018

Sumber: Lembaga Pe atan

Bangkinang

Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang Tahun 2017 dan Tahun 2018

Dari data yang diperoleh diuraikan sebagai berikut:
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Jumlah narapidana yang memperoleh remisi khusus pada tahun 2017
sebanyak 523 orang dari jumlah 593 narapidana. Jumlah penerima remisi khusus

pada tahun 2018 sebanyak 520 narapidana. Jumlah penerima remisi khusus

pada tahu

rang dan pa ) .
tahun 201 ( gag ‘ orang. Jumlah
narapidana : _ K r pa 3 ‘ ada tahun 2017
sebanyak 7( : ada tahun 2018 ju la a.yang tidak diusul

oleh Lembaga Pemasyara B B: ak dari tahun 2017

bebas merupakan salah satu fakto idak diusulkannya pemberian remisi

khusus oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang.

Tabel 4

Besarnya Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri yang Diterima Narapidana di Lembga

Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang Tahun 2017.
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Besarnya Besarnya
Tahun Tahun
Remisi Khusus
2018
<
Pidana m
~
-
15 hari '; 0
1 bulan ’ 23
' orang
1 bulan 15 h [; | 0
/
2 bulan 'i orang P
23
Jumlah 7 orang forang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang

Dari data diatas makadapat diuraikan sebagai berikut:

1. Remisi Khusus Pidana Umum
Jumlah penerima remisi khusus sebagian pada tahun 2017 sebanyak 502

orang dari 593 jumlah narapidana yang ada di Lapas Klas Il B Bangkinang pada
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tahun 2017 dan pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 487 dari 655 jumlah
penghuni narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang.

Jumlah penerima remisi khusus sebesar 15 hari pada tahun 2017 sebanyak 121

Jumlah pe N 3 sebanyak 44

orang dan

berdasarkan data diatas tidak ‘se arapidana dapat diusulkan untuk
mendapatkan remisi khusus. Adanya pengurangan jumlah penerima remisi
khusus pada tahun 2018 dikarenakan jumlah tahanan di Lapas Klas Il B

Bangkinang, sehingga tidak diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus.

Selain faktor tersebut, adanya narapidana yang mendapatkan pelanggaran

disiplin yang dimasukkan dalam buku register dan belum cukup menjalani masa
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pidana selama 6 bulan dan menjalani cuti menjelang bebas merupakan faktor-
faktor untuk tidak diberikannya remisi khusus ini. Pengurangan jumlah penerima

remisi pada tahun 2018 di bandingkan jumlah yang diterima narapidana pada

(=¥ .
narapidana ag ih bai i sete ‘ d aga Pemasyarakatan

demi tercap:

Selain kurang minatnya narapidana untuk melakukan kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan, faktor fasilitas yang kurang
memadai merupakan pemicu dalam narapidana tidak mengikuti kegiatan

tersebut.®?

3. Pemberian Remisi Tambahan
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Remisi tambahan diberikan kepada warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara,

melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau

kemanusiaan
menjadi donor
angan melakukan

organ tubu

perbuatan yang

Bangkinang sebagai berikut:

62 Hermanto, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang, wawancara oleh

penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang, 22 Maret 2019.
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1. % (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang
bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) berbuat jasa kepada

negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau

Hal ini dikar ‘ i V< n kegiatan yang

bencana alam,

darah yang di sumbangkan narapidana tidak terpakai di Palang Merah Indonesia

maupun Rumah Sakit.®*

Untuk kegiatan lain yang ada di Lapas yang membantu kegiatan Lapas

adalah menjadi pemuka kerja dan pemuka agama.
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63 Ashari, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang, wawancara oleh

penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il B Bangkinang, 29 Maret 2019.

4 Hadi Ismanto, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang, wawancara oleh

narapidana

WHNANNNAN

hasil wawanear: g B Bangkinang

kegiatan yang

perlu di masukan dalam penentuan untuk mendapatkan remisi tambahan.®®
Kegiatan yang dilakukan narapidana tersebut menurut petugas dimasukkan

sebagai pembinaan bukan syarat untuk mendapatkan remisi tambahan.
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nery wejsy sej

5 Hermanto, Kepa gistra ) F gkinang, wawancara
oleh penu

% Hermanto, egistr: baga Pemasya angkinang, wawancara
oleh penu

pas Kelas Il B

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Faktor Yuridis

Dalam pelaksanaan pemberian remisi masih terdapat hal-hal yang

menghambat secara yuridis dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut yaitu
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belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan
pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis

dan strukturil sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan

termasuk ‘ aga Pe : 1 um dan HAM
sendiri, sep
terlibat karena 0 a Kete at: n nyerahan eksekusi
oleh pihak an ar gajuan remisi bagi

narapidana.

Belum ada c t ang khusus mengawasi
pemberian remisi
meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya
remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian
remisi. Hal ini tentunya dibarengi dengan adanya syarat-syarat yang lebih spesifik

dalam mendapatkan remisi.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dalam tugas pokok dan

fungsinya yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas tersebut, disamping itu
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juga ketiadaan sarana untuk penghitung remisi. Contoh keterbatasan sumber
daya manusia pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang yang

bertugas di bagian registrasi belum banyak mengikuti pelatihan dan pendidikan

minim.

dalam bid:z
Pemasyara ] SES < ang 7a pelaksanaan
tugas dapa
meningkatk 3 gawa A a k ‘ _ oas 2gistrasi lebih sering

diikutkan d

singat penghuni di
proses pengusulan
remisi sering dapat terla at. Di S c sosialisasi kepada petugas
khusus vyang bertugas dibagia binaan (registrasi) dalam rangka

meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan dalam usulanremisi.

Dilihat dari jumlah narapidana yang ada pada Lembaga

Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang pada saat ini lebih kurang 1700 orang.

minimal 10 (sepuluh) orang pegawai yang bertugas di bagian registrasi,

kenyataannya pada saat sekarang hanya ada pegawai 6 (enam) orang termasuk
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Kepala Sub Seksi Registrasi ini merupakan suatu penghambat dala kelancaran

pengusulan narapidana untuk mendapatkan remisi.

juga di g @n 2Ng 4. N, ‘ ebas / lepas
Narapidanz i arana = emakai secara
manual denga - i hitungan tersebut

dilakukan d

disiplin, sehingga

remisi:

a. seperti Narapidana mencoba melarikan diri dari kemudian tertangkap
kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi
penghabat untuk mendapatkan remisi.

b. NaraPidana membuat atau terlibat keributan di dalam lembaga
pemasyarakatan tersebut,Narapidana tersebut melawan kepada

petugas pemasyarakatan.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

5. Faktor budaya/kultural

Kemudian masih terdapat juga faktor-faktor penghambat secara

budaya/kultural dalam¢pemberian remisi tersebut

n_pengajuan

mutus perkara
tuk diusulkan
sebut sudah lama

diusulkan.

jaksaan negeri

an hukum tetap

Padahal pada saat itu narapidana itu sudah dapat diusulkan sudah
mendaatkan remisi karena sudah menjelang 17 Agustus atau pada hari besar
keagamaan sehingga narapidana tersebut terhambat untuk diusulkan untuk

mendapatkan remisi.
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Wawancara Petugas Lapas Kelas Il B Bangkinang Terhadap kendala

yang di hadapi dalam Pelaksanaan pemberian Remisi kepada Narapidana.

Berdasarkan - penulis di Lembaga

mberian remisi

asad

baik, akan
Adapun be
Lembaga Pe
dari Pegawa

beberapa ora

‘\‘a\‘?\“l
n:_,.
3

P

7 Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Registrasi Yasir Arafat, S.sos. pada tanggal 29

Maret 2019.
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a. Wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas [l B
Bangkinang Bapak Ismad,amd.IP, S.sos,MM. selaku Kepala Seksi Pembinaan

Narapidana “ mengatakan bahwa kendala yang terjadi adalah :

menerapkan

eknis maupun

terjadi adalah :

a. Kendala pada narapidana itu sendiri
b. Remisi yang telah diajukan dibatalkan karena narapidana melakukan
kesalahan atau perkelahian atau register, sehingga remisi yang telah

di ajukan dibatalkan.®®
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8 Hasil wawancara dengan Kepala seksi Pembinaan narapidana Bapak Ismad,amd.IP,S,sos. pada
tanggal 29 Maret 2019

89 Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Registrasi Bapak Yasir Arafat, S,s0s. pada tanggal
29 Maret 2019.

C. a kendala
am Lembaga

d.
lah Narapidana
Substantif dan

e.

a menuggu mendapatkan remisi
adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga
Pemasyarakatan seperti berkelahi sesama narapidana maka hak
mendapatkan remisi akan dibatalkan. Padahal perkelahian terkadang
muncul bukan dari kita,. Itulah yang menjadi kendala untuk bisa

menjalankan peraturan yang ada.“”?
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2) M Badrun selaku narapidana tindak pidana pembunuhan
mengatakan bahwa “kendala yang dialami dalam mendapatkan

remisi adalah apabila melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga

an mengatakan

remisi adalah

mengatakan bahwa kendala yang di alami dalam mendapatkan remisi
adalah tidak adanya pelayanan yang mensosialisasikan terhadap
kapan bisanya di ajukan remisi tersebut,dan apa-apa saja lankah-
langkah yang harus di lakukan.”

Dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas Il B Bangkinang terdapat beberapa faktor yang menjadi
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kendala dalam pelaksanaannya. Faktor kendala tersebut dikaitkan dengan teori

dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,

antara lain:

M Badrun pada

Hasil wa ara o : i tindak pid > k Dasril pada tanggal

75 Muhamd Safrizal

masih adanya

. Faktor penegak hukumnya
Penegak hukum merupakan pemegang peranan (role occupant).
Pemegang peranan yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian
remisi adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Bangkinang,
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Riau,

dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia.
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Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan, namun tidak
dipungkiri bahwa berbagai kedudukan dan peranan timbul adanya

suatu konflik (status conflict dan comflict of roles) sehingga dalam

terjadi

dari
katan) dalam
bat dan ada

karena

yang potensial dalam penerapan deskripsi pekerjaan. Dalam hal ini
sebagai petugas lembaga pemasyarakatan sebagian besar tidak
memahami bidang vyang ditugaskan bagi pegawai tersebut
dikarenakan kurangnya pengetahuan dasar hukum.

e. Faktor masyarakat.
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Masyarakat kurang menyadari dan kurang memahani apa itu hukum.

Karena kurangnya kesadaran hukum itu, banyak masyarakat yang

tidak mengacuhkan hukum, pura — pura menaati hukum, dan secara

tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat tersebut, sehingga pada
akhirnya antara narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu
keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan penghidupan,

tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).”®
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Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan
pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental

meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara

akan tetapi

= F

idu dan sosial

diri di dalam

emen tertentu

e S L U

i a singkat dapat
Pard

menanggulangi

76 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982,him.116.

7 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,
Yogyakarta : Liberty, 1982,hIm.190.
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Sasaran yang ingin dicapai antara lain kelancaran dalam proses peradilan

pidana sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga vonis hakim dan terakhir

eksekusi.

Mengu 1o i k K3 pekerjaan yang

mudah, n_kes ghatr ang bergerak dalam

Setiap narapidana yang mengalami pidana lebih dari 6 bulan dapat
diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana,
apabila telah menunjukkan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan baik atau
turut mengambil bagian berbakti kepada Negara. Hak remisi merupakan prestasi
narapidana, diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima bertepatan

dengan ulang tahun Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus.Remisi
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atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga

berubah dari waktu ke waktu.

78 Mien Rukmini,Aspek m Pidana dan Kriminologi, Bandung: Alumni, 2006, him.84.

adalah ha i idana.~Seja 1950, remisi
tidak lagi o narapidana yang

memenuhi

hukum sepe IE " bagai anugerah

dalam Siste : 0 i he swajiban narapidana.

peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, tetap
perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya
pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi
narapidana.Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam

merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan
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resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penangguhan kejahatan

(suppression of crime).

Keberhasilan a egagalan yang dilakukan oleh Lapas akan memberikan

=SS )

,,_
<
£

bahwa selama

narapidana adala

Berdasarkan data
kepada narapidana, baik remisi u aupun remisi khusus dilakukan tidak
tepat waktu. Pada periode tahun 2017 dan tahun 2018, pemberian remisi yang

diusulkan oleh Kepala Lapas Kelas Il B Bangkinang kepada Menteri Hukum dan

HAM melalui Kepala Kanwil Kemenkumham Propinsi Riau berlangsung mundur.

Dari data tahun 2017, baik pemberian remisi umum, remisi khusus Idul

Fitri, remisi khusus Natal, maupun remisi khusus Waisak harus dilakukan 2 kali
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pengajuan ke Menteri Hukum dan HAM, sehingga menciptakan istilah remisi
susulan, baik untuk remisi umum maupun remisi khusus seperti remisi umum

susulan, remisi khusus susulan Idul Fitri, remisi khusus susulan Natal, dan remisi

pemberia

Keterlz alam pe 3 > tidak siapan
staf pada Kanw me 1 Pre h usulan yang
diajukan oleh ¥ af o B Ba '. bahwa faktor
penghambat ¢ = Si e ta : da sumber daya

manusia.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

995,Keputusan

an Pemerintah

syarat untuk memperoleh re nasih bersifat subyektif dan banyaknya
jenis remisi dalam aturan yang dipakai tersebut.

Hambatan dalam pelaksanaan pemberian Remisi di Kelas Il B Bangkinang
yang menimbulkan akibat hukum bagi narapidana antara lain faktor

hukumannya, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, masyarakat dan

kebudayaan, untuk mengatasi kendala dalam pemberian remisi, pihak
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Lembaga pemasyarakatan memiliki upaya yaitu menjalankan secara
optimal peraturan perundang — undangan mengenai hak narapidana untuk

mendapatkan remisi, dan memberdayakan komponen — komponen hukum

ehingga syarat

berian remisi

hukum, perlu adaya suatu lembaga pengawas pemberian remisi . Sehingga
kurangnya koordinasi antar penegak hukum tidak terjadi lagi atau dapat
diminimalisir dan memperluas menjalin hubungan baik dan koordinasi

dengan instansi serta partisipasi masyarakat yang lebih luas.
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